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Abstract. Using human rights perspective, this paper describes the Lapindo Mud Case that
lasts since four year ago. The government’s political will is indeed crucial in dealing with
human rights. The topic of relation between public policy and the impacts on social lives is
very significant to see whether the government, executives and legislatives in local and

national level, do reflect the human rights perspective in dealing and solving the Lapindo Mud

Case.
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Sejak semburan lumpur keluar
mulai 2¢ Mei 2006, itulah mula pertama
bencana industri yang merenggut
seluruh kehidupan umat manusia dan
semua kehidupan yang terkait di
dalamnya, baik secara alamiah maupun
buatan, meluluh-lantakkan seluruh
ekologi dan ekosistem yang ada.

Meskipun PT Lapindo Brantas Inc.
menclak untuk disebut sebagai
penyebab semburan lumpur itu, karena
eksplorasi minyak dan gas bumi yang
dilakukannya tidak jauh dari
permukiman penduduk, namun lumpur
telah menyembur antara lima sampai
120 ribu meter kubik per hari sampai
saat ini (Davies, Swarbrick et al., 2007;
Mazzini, Svensen et al., 2007).

Disampaikan dalam Diskusi

Warganegara:

Terbatas
Kasus Lumpur Lapindo di Sidoarje” yang diselenggarakan oleh Pusat

itu telah
mengubur sedikitnya 400 hektar tanah
pertanian yang subur, 10.000 rumah
tinggal, dan berbagai fasilitas publik
lainnya (Tempo, 18/09/2006), serta
mengancam lebih dari 1.500 hektar
kolam ikan dan udang yang ada di
(Tempo, 26/6/2006).
Meskipun ada banyak upaya yang telah
dilakukan oleh PT Lapindo Brantas Inc.
dan pemerintah sejak awal dimulainya
semburan, tapi tetap saja lumpur tidak
pernah terkontrol.

Akibat bencana ini, lebih dari
50.000 orang telah terusir secara paksa
dan tiba-tiba dari rumah tinggalnya.

Semburan lumpur

sekitarnya

Mereka menjadi pengungsi di Pasar
Porong. Mereka berbagi kios sempit

dan Diskusi Publik “Menggugat Hak
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ukuran tiga kali empat meter untuk tiga
sampai empat keluarga. Ruangan sempit
itu hanya disekat dengan kelambu atau
kain untuk memberi privacy bagi setiap
keluarga.

Kondisi yang sangat tidak
manusiawi ini menyebabkan timbulnya
krisis psikologis, seksual, dan relasi
keluarga yang luar biasa. Kondisi ini
lebih diperparah dengan adanya
ancaman persoalan ekonomi, di mana
ada banyak orang tiba-tiba tidak
memiliki pekerjaan sehingga tidak ada
pendapatan. Akibatnya, jumlah
pengemis atau pedagang asongan
menjadi berlipat kali ganda sesudah
bencana industri ini terjadi (Jakarta
Post, 03/05/2008).

Inilah yang disebut Rendra sebagai
tragedi sosial budaya (Tempo, 28/05/
2007). Semua ikatan sosial budaya
dalam keluarga dan masyarakat luluh
lantak tiba-tiba tanpa meninggalkan
bekas apapun. Mereka tercabut dari akar
sosial budayanya. Mereka terlepas dari
segala ikatan kekeluargaan dan sangat
menderita dalam pengungsian, baik
secara sosial maupun ekonomi.
penyebab tragedi
industri ini masih dalam perdebatan
sampai sekarang. Hal terpenting adalah
dampak akibat tanggapan terhadap
bencana ini oleh Lapindo

Sekalipun

dan

pemerintah., Hal ini termasuk juga
bagaimana dampak kebijakan publik
yang terbit akibat bencana ini, terhadap
kehidupan para korban —dan potensial
korban— dan lingkungan di sekitarnya.
Bahasan tentang hubungan antara
kebijakan publik dan dampaknya
terhadap kehidupan masyarakat ini
sangat signifikan untuk mengamati
apakah pemerintah sebagai pemegang
kewajiban —dalam konteks hak asasi
manusia— dan wakil rakyat di Dewan
Perwakilan Rakyat, baik di tingkat
nasional maupun lokal, mencerminkan
keberpihakan terhadap kebutuhan
masyarakat sebagai warganegara
ataupun konstituen pemilihnya atau
tidak. -
Menurut Fatah dalam Tempo (17/
11/2008), dalam konteks demokrasi
Indonesia, kelas bisnis yang diwakili oleh
Bakries sebagai pemilik Lapindo,
memiliki kesempatan untuk mengambil
manfaat dari demokrasi dari
keterlibatannya dalam politik. Inilah
yang akan menghasilkan, apa yang kita
sebut sebagai the rulling class, yang
menunjukkan keeratan hubungan antara
aktor politik dan kepentingan bisnis.
Hal ini termanifestasi dari fakta
masih belum selesainya persoalan ganti
rugi atas tanah yang ditenggelamkan

oleh lumpur Lapindo ini sampai

3Pada saat bencana Lumpur Lapindo terjadi tahun 2006, Aburizal Bakrie, yang
juga salah satu pemilik Bakrie holding company yang juga mengoperasikan PT Lapindo
Brantas Inc., adalah Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat saat itu.
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sekarang. Birokrasi yang sangat diwarnai
oleh ekonomi politik ini mencerminkan
bahwa birokasi yang sedang kita jalani
ini, sebagai bagian dari kerja-kerja
demokrasi, masih belum merefleksikan
adanya perspektif hak asasi manusia.

Keberpihakan yang Timpang

Oleh karena itu, untuk menangani
kasus lumpur Lapindo ini, pemerintah
telah membentuk tim nasional melalui
Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun
2006. Beberapa hal telah dilakukan oleh
tim tersebut untuk menghentikan
semburan lumpur, yakni dengan
menggunakan teknologi snubbing unit,
side-tracking, relief-well sampai insersi
bola beton, akan tetapi semua teknologi
itu tidak pernah tuntas digunakan
karena kesulitan keuangan yang dialami
tim nasional. Hal itu terjadi karena
semua dana yang digunakan untuk
menghentikan lumpur berasal dari
Lapindo. Ada juga yang menawarkan
penggunaan double covered dam, tapi
tidak dilakukan karena biaya yang sangat
mahal.

Apapun metodanya, hasilnya tetap
sama, karena mereka tetap berada dalam
kesulitan pendanaan;
ditanggung pihak Lapindo. Akhirnya,
kolam penampungan dan tanggul yang
tetap dipilih, karena sepertinya tidak
mungkin lumpur berhenti menyembur.

dana tetap

Artinya, upaya penghentian lumpur
tidak akan pernah bisa maksimal karena

I DITERBITKAN OLEH PUSAT STUDI HAK ASASI MANUSIA UNIVERSITAS SURABAYA

minimnya data yang terintegrasi dan
political will dalam mengelola proses
penghentian lumpur secara integratif
dan menyeluruh; termasuk persoalan
pendanaan. Hal itu mendatangkan
kesulitan berikutnya, misalnya tanggul
yang jebol, lubernya lumpur ke area lain,
harga tanah untuk
penampungan lumpur, proses ganti rugi
dan lain sebagainya.

negosiasi

Dalam kondisi demikian, apapun
yang dilakukan uhtuk menghentikan
semburan lumpur serasa menabrak
dinding beton, karena Lapindo memiliki
kontrol penuh atas pendanaan yang
dibutuhkan oleh tim nasional dan BPLS;
suatu hal yang menurut Nirwan Bakrie,
‘suatu  hal yang tidak mudah
mengeluarkan uang lebih dari 100
milyar rupiah seminggu’ karena
melanggar prinsip ‘good corporafe
governance’ (Tempo, 28/05/2007).
Lebih jauh, pernyataan ini sebenarnya
lebih berarti bahwa berapapun dana
vang dikeluarkan, tidak bermanfaat
apapun terhadap perusahaannya, atau
dengan kata lain, bisa
mendiskusikan cost
recovery dengan Badan Pelaksana
Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP

Migas) terhadap kecelakaan kerja

Lapindo
mekanisme

pengeboran sesuai dengan skema

produksi sharing cost dengan
Pertamina.
Bahkan dalam penanganan

penghentian semburan lumpur pun,
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tidak ada kebijakan dan instruksi yang
jelas; sesuatu yang mendesak dan sangat
penting dalam mencegah kerusakan
ekologis dan sosiologis seperti diungkap
oleh Budihardjo (Jakarta Post, 26/10/
2006). Hal ini pada gilirannya menghisap
kapasitas dan menguras waktu yang
dibutuhkan secara maksimal oleh tim
penanganan lumpur.

Selain itu, kasus lumpur Lapindo ini
juga memasuki wilayah politik sejak awal
kejadian karena posiéi Aburizal Bakrie,
sebagai salah satu pemilik Lapindo,
dalam kabinet saat itu sebagai Menteri
Koordinator Kesejahteraan Rakyat, yang
berpeluang besar dalam memutuskan
penyelesaian terbaik. Posisi ekonomi
politik ini bisa jadi memperberat
perselisihan mengenai sebab terjadinya
dan penyelesaian dalam kasus ini.

Dalam Keputusan Presiden Nomor
13 Tahun 2006 dibentuk tim nasional
yang terdiri dari tim steering dan
eksekutif. Tim steering diketuai oleh
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
dengan anggota beberapa menteri
terkait sampai tingkat gubernur. Tim ini
juga melibatkan Panglima Komando
Distrik Militer V Brawijaya dan Kepala
Kepolisian Daerah Jawa Timur.
Sedangkan tim eksekutif terdiri dari
beberapa direktorat jendral yang berada
di bawah kementrian Pekerjaan Umum,
Energi dan Sumber Daya Mineral,
Lingkungan, Perikanan dan Kelautan,
Komando Daerah Militer V Brawijaya,

Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo dan
General Manager Lapindo Brantas Inc.
Sedangkan tim eksekutif diketuai oleh
Aburizal Bakrie, Menteri Koordinator
Kesejahteraan Rakyat, dan melibatkan
jajaran yang serupa dengan tim steering.

Keputusan presiden ini memerin-
tahkan untuk memperkecil dampak
semburan, merekondisi lingkungan yang
terkena dampak semburan, dan
menyelesaikan persoalan social yang
ada. Seluruh kegiatan ini didanai oleh
Lapindo; termasuk dana operasional tim
nasional selama enam bulan sesuai
instruksi aturan yang bersangkutan.
Namun karena banyak menghadapi
kesulitan teknis, pemerintah kemudian
menerbitkan Keputusan Presiden Nomor
5 Tahun 2007 yang memberikan waktu
tambahan bagi tim nasional untuk
menghentikan semburan lumpur. Akan
tetapi, tetap saja tim nasional
menghadapi banyak kesulitan yang sama.
Misalnya, keengganan Lapindo untuk
mendanai semua operasional penghentian
semburan dan manipulasi informasi yang
diberikan oleh perusahaan yang
bersangkutan (Tempo, 26/06/2006,
Akbar, 2007, Mirdasy, 2007). Hal ini
terjadi karena berbagai cara telah
dilakukan Lapindo untuk memoles citra
dirinya menjadi lebih positif melalui
berbagai media,* termasuk menuding
gempa Yogyakarta sebagai penyebab
semburan. Dengan  melakukan
kampanye demikian, Lapindo ingin
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menyangkal tanggung jawab sosial
korporasi yang seharusnya ia emban,
sekaligus menempatkan tanggungjawab
itu di pundak pemerintah. Artinya,
pemerintahlah yang
menanggung semua

seharusnya
yang
berkaitan dengan semburan Lumpur,
atau dengan kata lain, masyarakat
sendirilah yang harus menanggung

biaya

beban pembiayaannya.s
Namun karena lumpur Lapindo
tidak pernah bisa berhenti menyembur,
maka pemerintah menerbitkan Peraturan
" Presiden Nomor 14 Tahun 2007 yang
menyiapkan badan khusus, Badan
Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)
dengan otoritas yang lebih luas dari tim
nasional. Dalam badan yang baru ini,
Aburizal Bakrie memposisikan staf
ahlinya dari kantor kementrian yang
dipimpinnya sebagai kepala badan. Oleh
sebab itu, patut didugakan bahwa hal ini
terjadi agar Bakrie bisa mengontrol
kinerja BPLS melalui kementriannya.
Konflik kepentingan muncul pada
saat yang bersamaan. Artinya, dalam hal
semburan lumpur ini, Bakrie sangat
mungkin merasa kesulitan dalam
memisahkan kepentingan rakyat sesuai
amanat yang diembannya sebagai
pejabat publik dan kepentingan pribadi
sebagai pemilik Bakrie holding

4Saya menyebut kampanye itu

sebagai

company. Hal ini nampak jelas dalam
keterlambatan proses pembayaran yang
seharusnya bisa diterima para korban
dengan cepat dan kinerja BPLS yang
cenderung tidak memihak kepentingan
korban.

Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2007 ini juga membebankan
semua pembiayaan administratif BPLS
dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja
Negara. Peraturan ini juga hanya
menyetujui untuk membayarkan para
korban yang berasal dari peta terdampak
tanggal 22 Maret 2007 sesuai pasal 15
peraturan tersebut. Pasal tersebut juga
menyatakan bahwa sertifikat dan Ijin
Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi
syarat utama dalam proses ganti-rugi
rumah dan tanah yang tenggelam.

Pasal 15 Peraturan Presiden itu juga
menyebutkan tentang tata cara
pembayaran secara gradual, sementara
biaya perbaikan dan pemasangan
kembali

infrastruktur serta penyelesaian isu-isu

sarana dan prasarana
sosial menjadi tanggungan pemerintah.
Hal ini sudah difasilitasi dalam APBN
Tahun 2008 yang telah direvisi.
Menariknya, dalam Peraturan Presiden
ini disebutkan kata “jual-beli” secara
eksplisit, bukannya kompensasi atau

ganti rugi, untuk penggantian tanah dan

kampanye pencitraan yang memberikan

informasi yang tidak tepat, karena Lapindo hanya membenarkan terjadinya semburan

Lumpur akibat gempa.

sMasyarakat menanggung beban pembiayaan melalui

kepada pemerintah. :

I DITERBITKAN OLEH PUSAT STUDI MAK ASASI MANUSIA UNIVERSITAS SURABAYA
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rumah yang ditenggelamkan lumpur
Lapindo. Namun dalam peraturan itu
masih belum dinyatakan dengan jelas
tentang status tanah yang sudah
diberikan ganti rugi tersebut.

Kondisi kebencanaan dan prasyarat
utama dalam ‘jual-beli’ tanah dan rumah
ini sepertinya
mengingat hampir sebagian besar
masyarakat petani dan pedesaan sangat
jarang yang melakukan sertifikasi atas
tanah mereka,
seharusnyalah catatan tanah kas desa
atau surat petok D atau surat ijo bisa
menjadi dokumen pendukung untuk bisa
mendapatkan ganti rugi atas tanah dan
rumah. Padahal pemerintah sudah
terlanjur menyatakan bahwa tanpa
sertifikat, maka Lapindo tidak bisa
membayarkan ganti-rugi dimaksud
tanpa ada sertifikat. Akibatnya,
pembayaran menjadi sangat lambat
(Kompas, 2007:224). Bahkan Harian
Jakarta Post (10/10/2006) melaporkan
bahwa Lapindo meminta para pengungsi

agak dipaksakan,

rumah maka

untuk menandatangani surat pernyataan
untuk tidak mengambil tindakan hukum
atas hal-hal tersebut.

Kondisi yang kontradiktif dan tidak
bisa ditolerir ini mengimbas dalam
terutama bagi para perempuan janda,
orangtua yang hidup sendiri, dan anak-
anak yang sebatang kara, ataupun

keluarga-keluarga (baca: buruh) yang
tidak memiliki rumah atau tanah, yang
selama ini dihidupi oleh orang lain.
Catatan Mirdasy (2007} menyatakan
tentang kelompok paling rentan ini.

Konsekuensi lain dari situasi ini
adalah munculnya banyak pialang yang
menawarkan diri menjadi perantara
penerimaan uang ganti-rugi secara
cepat, dan terpecahnya kelompok
masyarakat korban dalam menerima
skema ganti-rugi. Dalam hal ini jelas
bahwa keterlambatan itu telah memicu
konflik horisontal di
pengungsi, konflik internal dalam
keluarga, dan menghalangi negosiasi
untuk relokasi pengungsi yang
ditawarkan Lapindo (Tempo, 28/05/
2007).

Sementara di lain pihak, Lapindo
menyatakan bahwa cengkeraman krisis
keuangan global yang mempengaruhi
kinerja perusahaan menjadi sebab utama
keterlambatan pembayaran (Tempo, 17/
11/2008, Reuters, 02/12/2008). Fakta
yang jauh lebih menarik adalah dengan
dinobatkannya Bakrie
sebagai keluarga terkaya nomor pertama

antara para

sekeluarga

di Indonesia pada tahun 2007 dengan
aset 5,4 biliun dolar menurut versi
Majalah Forbes.®

Penobatan ini menajamkan isu
bahwa Bakrie hanya mau membayar -

‘Tempo (31/12/2007) melaporkan bahwa Majalah Forbes menobatkan keluarga

Bakrie sebagai

keluarga terkaya nomor satu di Indonesia pada tahun 2007 (http://

www.forbes.com/lists/2007/80/07indonesia_Aburizal-Bakrie-family_oJ8F.html)
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sampai 1,5 triliun rupiah untuk
merestorasi kondisi lingkungan dan
membayar kompensasi (Tempo, 25/12/
2006). Mencermati kondisi ini, Badan
Perencana Pembangunan Nasional
memprediksi bahwa jika tidak ada
percepatan pembayaran ganti-rugi,
maka kerugian para korban akan menjadi
dua kali lipat (Tempo, 16/04/2007).
Oleh karena itu, signifikan untuk
melakukan berbagai upaya agar Bakrie
mau menaati peraturan presiden yang
menyebutkan tentang ganti rugi.
~ Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun
2007 ini juga telah mengkonstruksikan
konsep hukum tentang kompensasi
secara tidak tepat, dan meredusirnya
hanya dengan kata-kata “jual-beli”.
Inilah yang disebut oleh Jakarta Post
{26/09/2007) sebagai ‘aturan yang
membuat korban tidak memiliki posisi
tawar yang layak untuk berhadapan
dengan perusahaan besar seperti
Lapindo’. Bahkan untuk kasus Lapindo
ini, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia, dua organisasi non
pemerintahan yang cukup kuat di
Indonesia, telah memperkarakan
Lapindo di dua Pengadilan Negert yang
berbeda di Jakarta.
Namun keputusan yang keluar dari
kedua majelis hakim dari dua pengadilan
tersebut menyatakan bahwa Lapindo

bukan sebagai pelaku terjadinya
semburan lumpur itu. Lapindo bahkan
sudah mengeluarkan dana milyaran
untuk membayar ganti-rugi dan
mencoba menghentikan semburan
lumpur, demikian pengadilan (Reuters,
13/08/2008, Tempo, 03/03/2008).
Padahal laporan dari Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia tertanggal
29 Mei 2007 telah menyatakan bahwa
BP Migas lalai melakukan pengawasan
terhadap cara kerja Lapindo sehingga
menyebabkan
tersebut.
Kasus semburan lumpur ini telah
memberi pelajaran yang sangat mahal
kepada semua pihak; bahwa pemerintah
patut diduga telah lalai menjunjung
tinggi hak asasi para korban dengan
memberikan perlakuan istimewa kepada
Lapindo yang seharusnya bertanggung-
jawab terhadap hal itu. Di sinilah letak
pentingnya transparansi
keterbukaan dalam proses investigasi.

semburan lumpur

dan

Dukungan etika dan hukum sangat perlu
dalam kasus ini untuk menguatkan
prinsip-prinsip keterwakilan
memelihara mandat dan akuntabilitas

dan

sebagai pejabat publik dan perusahaan
publik.” (Tempo, 17/11/2008)

Inilah saatnya bagi pemerintah
untuk menegakkan supremasi hukum
sesuai dengan prinsip piercing the
corporate veil seperti dinyatakan dalam

’Lapindo Brantas Inc. adalah perusahaan publik yang sahamnya dapat dibeli

masyarakat di pasar saham Indonesia.

I DITERBITKAN OLEH PUSAT STUD! HAK ASASI MANUSIA UNIVERSITAS SURABAYA
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Hukum Perusahaan pasal tiga, demikian
Tempo {08/12/2008). Kepastian hukum
haruslah menjadi mandat semua pihak
dan harus didesakkan untuk memberikan
kepastian bagi semua warganegara yang
memiliki kedudukan yang sama di depan
hukum.

Sri Mulyahi vs Lapindo: Empati
bagi Rakyat

Keterlibatan Aburizal Bakrie baik
sebagai pejabat publik maupun pemilik
perusahaan kelompok Bakrie telah
memperberat kasus Lapindo. Hal ini
terlihat jelas dalam penjualan Lapindo,
di mana Aburizal Bakrie dan Sri Mulyani,
Menteri Keuangan pada saat itu,
bersitegang luar biasa dalam menentukan
pengesahan penjualan Lapindo (Reuters,
16/11/2006). Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan Republik
Indonesia (Bapepam) telah menyatakan
bahwa Lapindo belum memperlihatkan
tanggungjawabnya dalam melakukan
restorasi lingkungan yang rusak dan
memberikan ganti-rugi kepada korban
semburan (Jakarta Post, 21/06/2006).
Bahkan Lapindo belum memberikan
penyebab semburan secara definitif,
sehingga faktor pengabaian tidak bisa
dijelaskan. Oleh karena itu, penjualan
Lapindo telah membuat para pemegang
saham menjadi bingung dan tidak
mendapatkan penjelasan terbaik (27/11/
2006).

Di titik ini, Bapepam- telah

memperlihatkan empatinya kepada para
korban (29/11/2006). Argumentasi
antara Aburizal Bakrie dan Bapepam
memperlihatkan bahwa Bakrie kesulitan
batas
tanggungjawab pejabat publik yang

menarik  garis antara
seharusnya mewakili kepentingan para
korban dan sebagai pemilik modal
dengan kepentingan keuangan untuk
kelompok perusahaan Bakrie. Bakrie
menyatakan bahwa penjualan Lapindo
adalah untuk menyelamatkan Energi
Mega Persada (EMP) yang terdaftar
sebagai perusahaan publik, dari
kebangkrutan (Tempo, 02/10/2006).
Lapindo telah dijual kepada Lyte Ltd.,
perusahaan yang berasal dari British
Virgin Island, dengan Minarak Lapindo
Jaya (MLJ) sebagai penjamin dalam
proses jual-beli itu.

Hal ini tidak mengejutkan karena,
pertama, semua perusahaan yang
dibangun di British Virgin Island dikenal
sebagal paper company
perusahaan kertas; yakni
perusahaan yang dibentuk dengan tujuan
khusus, misalnya untuk mendapatkan
keringanan pajak (Jakarta Post, 29/11/
2006), dan kedua, adalah aksi MLJ
sebagai penjamin. Oleh karena itu, patut
didugakan bahwa penjualan Lapindo
Brantas Inc. tidak memiliki transparansi
sehingga menyulitkan garis tanggung-
jawab dalam kasus semburan lumpur ini
(Tempo, 27/11/2006);
pemindah-tanganan pemilik modal.

atau
suatu

karena

JURNAL DINAMIKA HAM | VOL. 10 | NO. 3 | SEPTEMBER - DESEMBER 2010 | l



Kasus Lumpur Lapindo: Hak Asasi Manusia yang Terenggut oleh Kebijakan Publik

Dalam hal ini pemerintah harus
menjamin bahwa Lyte Ltd. tidak
dibangkrutkan untuk menghindari agar
Lapindo tidak lari dari tanggung-
jawabnya (02/10/2006). Anggota lain
dari konsorsium Blok Brantas, Medco
Energi International (Medco), juga
mengikuti langkah Lapindo dengan
menjual Medco Energi Brantas kepada
kelompok Prakarsa, salah satu anak
perusahaan kelompok Bakrie (Tempo,
16/04/2007).

Sebenarnya, semua penjualan ini
terjadi setelah Bakrie mempelajari hasil
investigasi Medco: ada kelalaian dalam
kasus semburan lumpur. Akibatnya,
Medco mendaftarkan kasus semburan
lumpur ini ke Arbitrase International,
Texas, Amerika Serikat. Lebih jauh, hasil
investigasi itu menyatakan bahwa
kelompok Bakrie tidak memiliki
pengetahuan dan kemampuan dalam
proses pengeboran minyak dan gas bumi
di sumur Banjar Panji #1, sehingga
memicu terjadinya semburan lumpur
(18/09/2006). Sesudah menjual bagian
sahamnya, Medco lalu menarik kasus

pelalaian  itu  dari  Arbitrase
International (Jakarta Post, 28/11/
2006), padahal keputusan dari

pengadilan ini sangat penting dan
siginifikan untuk menentukan apakah
Lapindo melanggar Joint Operation
Agreement atau tidak.

Tindakan Medco ini lantas diikuti
oleh Santos, Australia,” yang juga
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menjual bagian sahamnya di Blok
Brantas kepada Lapindo (Reuters, 11/
02/2008). Jelas dalam semua tindakan
penjualan saham ini nampak bahwa para
pemilik modal ingin menyelamatkan diri
dan tidak mau bertanggungjawab
terhadap klain  yang
menghubungkan mereka dengan kasus
semburan lumpur. Ini terjadi karena
Energi Mega Persada, pemiliki Lapindo,
mendesak semua anggota konsorsium
Blok Brantas
bertanggungjawab memikul beban biaya

semua

untuk sama-sama
akibat semburan lumpur ini (Reuters,
31/01/2007). Bahkan Medco dan
Santos menutup mulut mereka (Jakarta
Post, 29/11/2006) atas nama solidaritas
bisnis, Santos telah
menyatakan ‘tidak menerima konfirmasi’
tentang proses pembayaran ganti-rugi
(Reuters, 31/01/2007).

Semua upaya penjualan saham ini
memperlihatkan bahwa para perusahaan
itu menghindari tanggungjawab dalam
kaitannya dengan prinsip piercing the
corporate veil (Lubis, 2006 dalam
Tempo, 27/11/2006'), suatu hal yang
sama dengan memberikan pembiayaan
eksternalisasi (Jakarta Post, 12/09/
2006). Adanya pembiayaan eksternalisasi
ini mengindikasikan bahwa perusahaan
telah merusak lingkungan di sekitarnya

meskipun

atau mengakibatkan dampak sangat
serius dalam kaitannya dengan
kebutuhan publik (Nugrocho, 2007
dalam Kompas, 2007: 362). Inilah
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penyederhaan dari bencana industri,
tragedi sosial, keterpurukan ekonomi;
atau kesejarahan,
keberadaban atau memori kolektif,
seperti yang dicontohkan oleh Lubis
(2006) dalam Tempo, 27/11/2006).
Dengan kata lain, kecelakaan adalah
bagian dari yvang
pembiayaan pemulihannya harus
ditanggung pemilik, demikian Tempo
(26/06/2006). Perusahaan kelompok
Bakrie dalam trackrecordnya telah
melakukan jeopardy dalam kasus
semburan lumpur ini. Keputusan penting
harus diambil dalam kaitannya dengan
penyebab

kehilangan

resiko bisnis

semburan lumpur ini,
pertama, oleh pemerintah, untuk
menentukan kebijakan dan peraturan
selanjutnya, dan apakah harus menahan
semua aset miliki Bakrie atau tidak
(Tempo, 08/12/2008), dan untuk
menjamin pembayaran ganti-rugi dan
restorasi lingkungan. Keputusan ini juga
akan sangat mempengaruhi hasil
investigasi yang dilakukan pihak
kepolisian untuk kepentingan
pengadilan, untuk pembayaran ganti
rugi, dan untuk mengasuransikan
perusahaan dalam memantapkan proses
pembayaran ganti rugi. Konsorsium
asuransi yang menjamin Lapindo juga
sedang menunggu penyebab bencana
industri

ini untuk memberikan

kompensasi yang sesuai (Jakarta Post,

8Dalam hal
dimiliki negara.

28/11/2006).

Dalam kaitan dengan proses ini,
Indonesia telah mengenal dan
memahami dua proses eksplorasi minyak
dan gas bumi ini dalam konteks sharing
costs production. Menurut Akbar
(2007:44), jenis produksi ini adalah
berbasis kontrak alokasi keuntungan di
mana kontraktor menanggung biaya pra-
produksi. Jika kontraktor menemukan
minyak dan gas bumi, mereka bisa
melakukan proses reimbursement
terhadap biaya pra-produksi itu sampai
40 persen dari tingkat produksi rata-
rata. Sisa 60 persennya dibagi menjadi
65 persen untuk pemerintah® dan 35
persen untuk kontraktor. Biaya pra-
produksi dan peralatan telah ditutup
oleh formula 40 persen sebelumnya;
inilah mekanisme cost recovery.

Namun, sesudah pengesahan
Undang Undang Minyak dan Gas Bumi
Nomor 22 Tahun 2001, peran Pertamina
telah digantikan oleh BP Migas. Semua
pengeluaran BP Migas sangattergantung
dari APBN dan fee dari perusahaan
minyak dan gas bumi seperti diatur oleh
BP Migas sendiri (Akbar, 2007: 44). Oleh
sebab itu, dalam kasus semburan lumpur
ini, Lapindo masih memiliki peluang
untuk menggunakan mekanisme cost
recovery ini (Tempo, 26/06/2006). Di
titik inilah, BP Migas seharusnya
memberikan penjelasan yang tegas untuk

ini diwakili ‘oleh Pertamina, perusahaan minyak dan gas bumi yang
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definisi cost recovery dan kriterianya,
terutama jika adanya kelalaian
pengeboran terbukti.

Jika BP Migas masih bingung dalam
semburan
lumpur atau apakah ada unsur kelalaian
atau tidak, seharusnya ia bisa melihat
kembali Joint Operation Contract dalam
Blok Brantas, di mana Lapindo bertindak
sendiri sebagai operator pengeboran,

menentukan penyebab

apakah menggunakan sieel casing atau
tidak. Selain itu juga menyelidiki tingkat
kedekatan antar konsorsium yang bisa
melemahkan fungsi kontrol terhadap
pengeboran (Tempo, 21/08/2006, 26/
06/2006). Inilah yang akan menuntun
pada investigasi penyebab semburan
dan fakta bahwa konsorsium Blok
Brantas harus menanggung semua beban
biaya pemulihan dan normalisasi
sesudah bencana dengan menggunakan
prinsip piercing the corporate veil.
Sekalipun Lapindo menyangkali
semua tanggungjawabnya dan
menyalahkan aktivitas tektonik seperti
yang diberitakan banyak media, dan
membombardir publik dengan kampanye
yang mengarah pada pemberian
informasi yang tidak tepat untuk
menyelamatkan citranya di depan para
pemegang
semburan

namun kasus
ini  telah
menghancurkan reputasinya, sama

saham,
lumpur

dengan perselisihan antara Aburizal
Bakrie dan Sri Mulyani atau Bapepam.
Suatu hal yang meluluh-lantakkan harga
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saham Bumi Resources di pasar saham
(Tempo, 17/11/2008). Oleh karena itu,
Lapindo
memoles citra diri dan mempengaruhi
opini publik secara terus-menerus dan
intensif, terutama untuk para pengambil
keputusan (Tempo, 25/02/2008).
Lebih lanjut, diungkapkan oleh
Tempo (25/02/2008) bahwa ada
kebetulan yang sangat menarik pada saat

sangat berupaya untuk

bombardir kampanye media elektronik
dan media massa dilakukan oleh
Lapindo, yaitu pada saat para wakil
rakyat sedang bersidang untuk
menentikan penyebab semburan
lumpur. Para anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia hanya
mengundang para ahli yang terpampang
di iklan-iklan tersebut. Hasilnya, para
wakil rakyat itu memutuskan bahwa
semburan lumpur itu akibat fenomena
alam atau tepatnya, bencana alam.
Inilah yang menjadi alat di sidang
pengadian bahwa Lapindo tidak
bersalah. Dalam hal ini, nampaknya
iklan-iklan tersebut untuk memberikan
pemahaman kepada publik, tapi motif
sebenarnya adalah untuk menghindari
diskusi kritis dan implikasi legal dalam
hubungannya dengan semburan lumpur
ini, demikian Jakarta Post (12/09/
2006).

Dalam reportase khususnya per
tanggal 24 Agustus 2007, Jakarta Post
menarasikan kembali bahwa ‘Lapindo
has used improper and politically
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incorrect measures to clean up its
image’. Ini sejalan dengan pemberitaan
media bahwa kasus semburan lumpur ini
adalah persoalan multidimensi; ada
banyak perselisihan di isu pokoknya.
Inilah yang disebut sebagai informasi
manipulatif, terutama dalam penyebab
erupsi dan kandungan lumpur (Tempo,
26/06/2006), yang mengandung
simbol-simbol manipulatif (28/05/
2007), terutama dalam sebutan lumpur
Sidoarjo, bukan lumpur Lapindo. Inilah
bukti bahwa ‘corporate power is
something of an oversized citizen in
[Indonesial’ (Jakarta Post, 27/06/
2007). Bahkan ditambahkan oleh Rudi
Rubiandini dalam wawancaranya
dengan Majalah Trust (25/02/2008)°
menyebutkan bahwa Lapindo tidak
pernah serius menghentikan semburan
tidak  pernah
menyelesaikan semua prosedur yang
diperlukan [untuk itu] (hal. 57).
Membersihkan informasi utama
dari berbagai konflik itu sangat signifikan
sejak pemerintah telah mendeklarasikan

lumpur karena

bahwa bencana semburan lumpur itu
adalah bencana alam, sehingga Aburizal
Bakrie sebagai Menteri Koordinator
Kesejahteraan Rakyat bisa memastikan
bahwa pemerintah vyang harus
bertanggungjawab secara finansial
untuk mendanai pemulihan akaibat
bencana itu, bukan perusahaannya,

demikian Tempo (18/09/2006).

sSumber

Namun pemerintah juga dalam
posisi sulit (Reuters, 19/02/2008)
karena adanya tokoh penting dengan
konflik kepentingan yang serius sebagai
pejabat publik. Sampai saat tulisan ini
dimuat pada tahun 2009, Lapindo telah
memiliki 26 sumur dengan tingkat
produksi rata-rata 45 milyar cubic feet
gas per hari yang setara dengan 30
milyar sehari (Jakarta Post, 12/09/
2006), maka wajar jika kelompok Bakrie

yang harus bertanggungjawab
merestorasi lingkungan yang
dikacaukannya.

Pentingnya Pendekatan Berbasis
HAM

Untuk menanggapi
industri

bencana
itu, pemerintah telah
menerbitkan beberapa aturan dengan
harapan bahwa semburan lumpur bisa
langsung teratasi. Namun, bahkan
setelah empat tahun berlalu, lumpur
tetap tersembur dan para korban masih
belum menerima kompensasi secara
penuh, seperti vang termaktub dalam
Inilah
peraturan-peraturan sebagai bagian dari
kebijakan publik dan produk demokrasi
yang dihasilkan dan dipraktekkan oleh
pemerintah. Seharusnyalah semua
peraturan dan kebijakan itu dibuat dan
dilaksanakan dengan perspektif hak asasi
manusia,

aturan-aturan tersebut.

http://mudflow-sidoarjo.110mb.com/
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Menurut Anand (2007), hak asasi
manusia memiliki batasan formal dan
informal, yang terefleksikan dalam
kekuasaan, perlakuan istimewa, klaim,
dan imunitas. Kerangka demikian
berpengaruh  dalam pembuatan
instrumen kebijakan dan akuntabi-
litasnya (hal. s522). Hal ini juga
seharusnya tercermin dalam proses
pembuatan keputusan badan legislatif
sebagai cermin keterwakilan rakyat
dalam mengkreasikan institusi yang adil
{(O’Neill, 1096 dalam Anand, 2007: 523).
Dengan demikian, hak asasi manusia
adalah bagian dari institusi sosial
{Verschraegen, 2002). Suatu institusi
yang bertindak sebagai sistem formal
untuk menjamin pemenuhan kebutuhan
dasar manusia (Kinderman, 2007} atau
memperbaiki kondisi manusia (Flynn,
2005).

Dalam situasi ini, perusahaam
swasta seharusnya mengambil peran
sebagai sebuah institusi dalam sistem
formal yang sama, yang bertindak aktif
dalam pengambilan keputusan. Ini untuk
meyakinkan bahwa pemerintah dan
perusahaan harus berbagi tanggung-
jawab dalam konteks pembangunan
sosial dan ekonomi (Ite, 2005). Namun,
Ite juga mengingatkan bahwa
pemantapan modal masih menjadi hal
utama bagi perusahaan. Oleh karena
itulah tanggungjawab sosial korporasi
menjadi penting artinya dalam proses
berbagi tanggung jawab ini. Tanggung
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jawab jenis ini yang menjadi prasyarat
good governance (Ite, 2004) untuk
mendukung konstruksi sosial dalam
konteks khusus (Dahlsrud, zo006),
terutama hak asasi manusia.

Namun nuansa politik selalu
berpengaruh kuat (Fountain, et al.,
2004) dalam proses good governance.
Oleh karena itu, pendekatan shared
governance dalam pembuatan kebijakan
sangat krusial (Schneider, 1990:98)},
terutama untuk mendukung tindakan
darurat dan mengelola situasi chaos.
Dalam suasana politiklah, pendekatan
pemulihan ‘perlu diluaskan pengertiannya
sampai pada proses inkorporasi dalam
perspektif politik — administratif dalam
dan untuk mengelola krisis’ (Rosenthal
dan Kouzmin, 1997:277). Ini berarti
bahwa kerangka tanggungjawab
menyeluruh harus menggunakan bahasa
yang protektif; pilihan yang seharusnya
bisa dikenali dari kerangka hukum dan
program-programnya (Goodwin-Gill,
1989). Inilah ebligation of conduct yang
harus dilakukan oleh Negara (Barber,
2008) yang disyaratkan dalam kebijakan
publik.

Dalam kasus lumpur Lapindo yang
penuh perselisihan ini, kondisi-kondisi
yang diungkapkan para ahli tersebut
nampak dari pernyataan Lapindo
tentang penyebab semburan yang
menyangkali kelalaian dalam proses
pengeboran, dan pilihan ahli yang
diutamakan dalam kampanye-kampanye
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pencitraan diri. Semua ini sangat
mempengaruhi proses pengambilan
keputusan, baik dalam mengelola
bencana dan nuansa politik dalam
menentukan penyebab utama bencana.
Akibatnya, hal ini menghasilkan sesuatu
yang sangat masif yang mempengaruhi
pembangunan manusia dan lingkungan.
Artinya, ada isu lain yang muncul
berkaitan dengan hal-hal itu yakni hak
asasi manusia —termasuk hak-hak
kolektif, hak sipil politik, dan hak-hak
pengungsi—, kebijakan publik, tanggung
jawab sosial korporasi, dan manajemen
bencana. Oleh sebab itu, hak asasi
manusia perlu kembali ditekankan
bahwa ada keterkaitan,
ketergantungan dan keutuhan antar satu
hak dengan lainnya.

Perserikatan Bangsa Bangsa juga
sudah menyatakan bahwa hak asasi
manusia adalah universal, inalienable,
interdependent, indivisible, equal serta
memandatkan non diskriminasi dan
kewajiban negara. Semua prinsip ini
harus tercermin dan dijamin oleh hukum
dan peraturan perundang-undangan di
sernua tingkat. Hak asasi manusia tidak
bisa dirampas, kecuali dinyatakan oleh
pengadilan negeri. Negara berkewajiban
untuk melakukan penghormatan,
perlindungan dan pemenuhan hak asasi
itu mulai di semua tingkat. Oleh karena

saling

itu, jika suatu negara meratifikasi
konvenan internasional, maka ia terikat
untuk melakukannya dan menyesuaikan
semua aturan hukum, kebijakan publik
dan program pembangunan selaras
dengan konvensi internasional yang
sudah diratifikasinya, sehingga bisa
memberikan legitimasi bagi negara untuk
mendasarkan hak asasi sebagai budaya
umum yang dianut (Glenn dan Murgo,
2003)). Dengan meratifikasi konvensi
internasional, maka itu bisa menuntun
pada transparansi pemenuhan hak asasi,
demikian Robinson (2002)%. Suatu
transparansi yang pada gilirannya bisa
mengintegrasikan kesejajaran dan hak
asasi dalam memajukan masyarakat
demokratik secara efektif (O'Brien,
2008).

Injlah ekspresi representasi sosial
dalam pilihan-pilihan individu, serta
persepsi dan pengalaman yang nampak
dalam konflik sosial (Doise, et al., 1999).
Hak asasi juga bisa menjadi prinsip
regulatif (Robinson, 2002), di mana
memelihara perdamaian dan supremasi
hukum menjadi sangat esensial dalam
menerapkan hak asasiini (Demenchonok,
2009). Dalam hal ini, komunitas sipil dan
aktor non-state termasuk pemegang
peran utama dalam mendukung
pemerintah (Benedek, 2008) agar bisa
mengintegrasikan konsep hak asasi

wPidato Mary Robinson, Komisioner Tinggi Persatuan Bangsa Bangsa di Universitas

Amerika, Beirut, 4 Maret

2002

(www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/o/

0ADG6688601199F9AC1256B7300350F89?0pendacument)
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dalam definisi operasional. Inilah yang
disebut sebagai bentuk kapital hak asasi
(8feir - Younis, 2004)
memfasilitasi masyarakat
menyelesaikan perscalan-persoalan
ekonomi, sosial dan politik.

dalam
untuk

Sebagai suatu konstruk yang masih
konstruk hak asasi juga
mengalami‘ berbagai kritikan. Misalnya
bahwa hak asasi berdasarkan pilihan
nilai dan pelitik, bukan pada status
hukumnya (Beck, 2008). Itu terjadi
karena diskresi judisial yang digunakan
oleh aparat penegak hukum tanpa
memperhitungkan kebenaran moral
(hal. 346). Hal ini sama dengan jika ‘State
[...] neglect the human security of their
citizen’ (Benedek, 2008:16). McFarland
Mathews (2005) juga
menambahkan bahwa hal itu erat
kaitannya

muda,

dan

sikap dalam
menegakan hak asasi. Studi McFarland
dan Mathews juga menunjukkan bahwa

dengan

etnosentrisme dan orientasi dominasi
sosial, sama dengan otoritarianisme,
dapat mengurangi kewajiban Negara
dalam menerapkan hak asasi.

Dalam kasus semburan lumpur,
status hukum hak asasi berhubungan
dengan korporasi. Hal ini menunjukkan
bahwa korporasi bisa menjadi aktor
sosial dalam mendukung hak asasi, di
mana Negara memiliki kesempatan
memperlakukan korporasi itu sebagai
institusi publik quasi-governmental
seperti diatur dalam entitas hukum

privat (Muchlinski, 2001:44). Hal ini
krusial karena korporasi bisa melakukan
pelanggaran hak asasi. Oleh karena itu,
perlu ada sistem peraturan yang efektif
sebagai dalam
menjalankan kewajiban pemenuhan hak
asasi. Hanya dengan jalan inilah
pemerintah bisa mendesak korporasi

prasyarat utama

untuk memberikan pertanggungjawaban
Muchlinski juga
mengingatkan, bahwa Negara bisa
bersekutu dengan korporasi dalam

sosial. Namun,

melakukan pelanggaran hak asasi.
Dalam situasi inilah waktunya bagi
organisasi non pemerintah memainkan
peranannya. Lebih lanjut, Muchlinski
juga memberikan pilihan soft laws atau
hard laws sebagai salah satu pilihan
dalam menerapkan hukum khusus. Itu
bisa dimulai dengan memberikan satu set
prosedur teknis hukum yang bisa juga
pencapaian
kewajiban Negara dalam menerapkan
hak asasi (hal. 47). Inilah yang disebut
sebagai hak asasi dalam sistem formal
(Kinderman, 2007), untuk memenuhi
kebutuhan dasar hak asasi. Oleh karena
itu, hak asasi, sebagai bagian dari

menjamin minimum

kehidupan sosial, dapat diformulasikan
di dalam dan di luar proses hukum,
seperti yang dinyatakan oleh Wilson
(2002). Inilah salah satu cara hak asasi
sebagai institusi sosial (Verschraegen,
2002) menajamkan  komunitas
demokratik dan budaya (O’Brien,
2008:34).

LI = =
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Menjalankan kewajiban pemenuhan
hak asasi juga termasuk di kalangan
industri, sebagai bagian dari tanggung
jawab sosial korporasi, meskipun ini
masih dianggap sebagai suatu konsep
yang ‘tergantung’ (Wan-Jan, 2006).
tanggung jawab sosial
korporasi, menurut Hopkins (2003
dalam Wan-Jan, 2006:183), adalah
‘memperlakukan para mitra korporasi

Artinya,

secara etis atau dalam perilaku yagn
bertanggungjawab’. Dengan menerapkan
definisi ini, maka tanggung jawab sosial
korporasi bisa bekerja penuh untuk
melayani standar etis dan strategi bisnis
{Wan-Jan, 2006).

Dahlsrud (2006) menyatakan
bahwa tanggungjawab sosial korporasi
dikreasikan dalam lokus sosial dengan
konteks khusus, dengan aspek-aspek
yang saling berkaitan. Misalnya
lingkungan, sosial, ekonomi, kerelawanan,
kemitraan dan lain sebagainya, Namun Ite
(2004) mewaspadai bahwa pelaksanaan
tanggungjawab sosial korporasi ini bisa
meruntuhkan penduduk lokal dalam
konteks tertentu, baik dalam hal disain
maupun kesalahan manajemen. Ini
cenderung terjadi ketika ada kekurangan
grand design dalam perencanaan
pembangunan dan managemen (lte,
2004:9).

Kepentingan bisnis utama selalu
dikreasikan untuk meningkatkan
kesejahteraan. Namun pemerintah
sebagai wakil

komunitas harus

meyakinkan distribusi kesejahteraan
yang tepat. Dalam hubungan ini, Lauring
dan Thomsen (2008:46) menyatakan
bahwa tanggungjawab korporasi sosial
adalah juga ‘proses interpretasi lokal
terhadap formulasi kondisi ideal’ sebagai
bagian dari proses konsultasi sosial
dengan komunitas setempat. Inilah
waktunya untuk berpartisipasi. Namun
dalam konteks Indonesia, tanggungjawab
sosial korporasi merupakan bagian dari
alat untuk melegitimasi opini publik
dalam rejim otoritarian, seperti yang
diungkap oleh Koestoer (2007). Tidak
ada jaminan bahwa tanggungjawab jenis
ini akan digunakan untuk distribusi
kesejahteraan  bagi
setempat, demikian Blowfield dan
Frynas (2005).

Memahami tanggungjawab sosial
korporasi juga membuktikan stabilitas

masyarakat

industri. Artinya, menerima
tanggungjawab sosial korporasi dan
melaksanakan program pemulihan
secara apresiatif dapat memperbaiki
kondisi korporasi dan penduduk
setempat. Edoho (2008) menyatakan
bahwa tanggungjawab jenis ini dapat
meningkatkan keuntungan korporasi
dan memberikan manfaat bagi penduduk
lokal dalam menyelesaikan kebutuhan
sosial ekonomi serta memperbaiki
keamanan sosial di lingkungan sekitar.
Dalam lingkungan ini, Boele, et al. (2001)
menyatakan bahwa korporasi dapat

mengekspresikan nilai rasional tanggung
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jawab sosial korporasi dan proses
pengelolaannya dengan memberikan
informasi bagi para mitranya. Jelas,
bahwa korporasi bisa menjadi salah satu
aktor hak asasi seperti yang dinyatakan
oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (Boele,
et al., 2001:132). Inilah pentingnya
pelaksanaan hak asasi di lingkungan
industrial.

Korporasi juga bisa berkontribusi
untuk meningkatkan kapasitas penduduk
lokal (Kemp, 2009).
tanggungjawab sosial korporasi bisa
dipraktekkan sebagai bagian dari kerja-
kerja keadilan sosial {Manteaw, 2007).
Oleh karena itu, tujuan pelaksanaan

Artinya,

tanggungjawab sosial korporasi adalah
keadilan sosial, yagn seharusnya
didukung oleh hukum. Namun menurut
Ireland (2008), investor sudah terlanjur
menikmati perlindungan dari sistem
politik dan hukum yang ada, sehingga
Black-Branch (2002:81) menyatakan
bahwa tindakan legislasi hak asasi adalah
untuk ‘melindungi warganegara dari ...
[para penguasa, baik aktor negara
ataupun bukan negara)’. Dalam hal inilah
legislasi bisa mempolitisir hak asasi dan
mendesak para legislator dan
pemerintah berwenang untuk membuat
kebijakan publik dengan mengacu pada
hak asasi.

Hak asasi inilah yang seharusnya
tercermin dalam kebijakan publik —
suatu hal yang melibatkan peran parlemen
sebagai legislator, peranpemerintah

I DITERBITKAN OLEH PUSAT STUDI HaK ASASI MANUSIA UNIVERSITAS SURABAYA

sebagai ekskutor dan peran pengadilan
dalam mempolitisasi hukum dan
peraturan (Irvine, 2004). Pernyataan
ini didukung oleh Fukuda-Parr (2006),
bahwa perlu mereformasi sistem
pengambilan keputusan. Oleh karena itu,
untuk mengintegrasikan hak asasi dalam
kebijakan, memodifikasi instrumen
menjadi ‘instrumen solidaritas’ (hal.
987). Hal ini akan meningkatkan
akuntabilitas dan tanggungjawab pelaku,
seperti parlemen, pengadilan dan pelaku
bisnis. Oleh karena itu,
meyakinkan implementasi

penting
praksis
monitoring dan evaluasi hak asasi yang
tepat.

Dalam konteks ini korporasi harus
memiliki kewajiban menghormati hak
asasi manusia juga (Clapham, 2008),
seperti yang direfleksikan dalam praksis-
praksis mereka (Blanton dan Blanton,
2007). Meskipun nampaknya sulit
diimplementasikan, seperti observasi
Baxi (2005}, namun penerapan hak asasi
ini tergolong kesempatan unik dan
sangat baik bagi korporasi dengan
meningkatkan kapasitas penduduk lokal
melalui tanggung jawab sosialkorporasi
(Manteaw, 2007) agar mereka bisa
menjadi investor yang lebih memiliki
tanggungjawab sosial (Monks, et al,,
2004). '

Akan tetapi dalam menggunakan
prinsip keadilan dalam hukum
internasional masih dalam perdebatan,
seperti yang dinyatakan oleh Joffe, et al.
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(2009). Oleh karena itu, dalam
menyelesaikan isu semburan lumpur
harus mengacu pada jurisdiksi hukum
nasional dan internasional (baca:
konvensi internasional yang sudah
diratifikasi) untuk memenuhi unsur
keadilan. Namun ini menjadi sulit ketika
pemerintah enggan mengatur korporasi
dengan memaksa dan menyesuaikan
hukum domestik dengan konvensi
internasional (Kinley dan Chambers,
2006). Kinley dan Chambers menyatakan

juga pentingnya menyelesaikan
persoalan para korban atau pengungsi
dengan membuat standar dan

pertanggungjawaban untuk meningkatkan
kesadaran pemerintah dan para korban.

Meskipun dianggap sulit oleh
korporasi untuk mereduksi keuntungan
mereka dengan tujuan meningkatkan
kesejahteraan sosial, Reinhardt, et al.
(2008) percaya bahwa konsekuensi
ekonomi dalam partisipasi korporasi
dalam persoalan sosial bisa
memberikan keuntungan lebih besar di
masa mendatang. Artinya, korporasi bisa
berkontribusi di tingkat lokal, terutama
dalam industri minyak dan gas bumi
(Kemp, 2009). Oleh sebab itu, in harus
dimulai dengan menginkorporasikan
persoalan sosial dari sejak pertama,
misalnya dari disain, monitoring dan
evaluasi untuk implementasinya (Lund-
Thomsen, 2008). Ini adalah bagian
untuk menghormati hak asasi secara
utuh. '

ini

Menerapkan hak asasi di legislasi
akan berdampak pada banyak hal.
Cranston (1999) mengidentifikasi bahwa
keberpihakan sosial telahmenjadi
salahsatu tujuan utama legislasi, begitu
pula dengan fungsi-fungsi yang
mengikutinya dalam situasi sosial dan
ekonomi sebagal pembenar dalam
beberapa pandangan. Hal ini, pada
gilirannya, akan memantapkan
legitimasi politik (Trotter, 2008), dan
dukungan politik (Yang dan Pandey,
2008). Hal ini sangat signifikan dalam
menyelesaikan perscalan dengan
penduduk lokal. Exworthy (2008)
menyatakan bahwa legitimasi dan
dukungan politik juga bagian dari
pembuatan kebijakan publik.

Oleh sebab itu, dalam konteks
demikian, pemerintah harus mengambil
upaya pendekatan yang tepat melalui
kebijakan publik yang memihak
kepentingan sosial. Inilah yang
seharusnya dilakukan dalam proses
demokrasi (Moffatt, et al., 1999:308),
yang membutuhkan transparansi dan
partisipasi penduduk lokal.
Menerapkan demokrasi berbasis hak

dari

asasi tidak mudah. Itu mensyaratkan
semua otoritas Negara dan korporasi
untuk bertindak menyesuaikan dirinya
dengan hak asasi. Clapham (2008:899)
menambahkan bahwa ‘badan peradilan
nasional memiliki yurisdiksi terhadap
pelanggaran konvensi internasional
yang dilakukan aktor non-state’. Dalam
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hal ini, pengadilan harus memberikan
bukti, misalnya laporan audit BPK
Republik Indonesia tentang kasus
semburan lumpur ini (Stretesky, 2006).

Dalam proses pembuatan kebijakan
publik ini, terutama dalam terminologi
hak asasi dan lingkungan, biasanya
melibatkan aktivitas
pemerintah dan lingkungan (Jenkins,
2009b). Interaksi antara pihak tripartit
ini bisa mempengaruhi operasional

ekonomi,

kebijakan publik. Untuk menghormati
hal ini, nilai-nilai publik harus menjadi
acuan prinsip dalam manajemen publik
(Gains dan Stoker, 2009). Namun dalam
konteks Indonesia, hal ini mensyaratkan
perubahan (baca:
penyesuaian hukum domestik dengan
konvensi internasional yang telah
diratifikasi) yang membutuhkan kondisi
tertentu agar bisa berhasil (Braun,
2009). Artinya, akuntabilitas dan
legitimasi menjadi syarat aktivasi
kebijakan publik (Gains dan Stoker,
2009), '

Konsekuensinya, dalam kasus
lumpur Lapindo, kebijakan publik ini
harus menyediakan dampak positif bagi
korban. Artinya, di masa depan, hal ini
bisa menjadi acuan dalam menangani

konstitusional

pengungsi dan bencana di masa depan.
Menurut Schneider (1990:98) praksis
mengelola bencana mensyaratkan
perlunya pendekatan shared governance
terhadap pembuatan kebijakan yang
intergovernmental untuk mendukung
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aksi darurat dan mengelola situasi yang
chaos. Dalam konteks ini, politik
memainkan peranan utama dalam
proses dan pendekatan pemulihan dari
bencana (Butler dan Doessel, 1983,
Schneider, 1990, Fountain, et al., 2004).
mengimplikasikan bahwa
pemerintah dan agen assessment
bencana harus memiliki kompetensi
untuk memprediksi, mencegah dan

Hal ini

mengontrol bencana, beserta segala
konsekuensinya.

Oleh karena itu, Scavo, et al. (2007)
menyarankan bahwa sistem pemulihan
harus menanggung ‘assessment resiko
yang komprehensif dengan estimasi yang
realistik terhadap keluaran-keluaran
potensial’ dalam suatu model kerjasama.
Rosenthal dan Kouzmin (1997) juga
mengidentifikasi beberapa dimensi
kunct dalam pengelolaan krisis dan
bencana. Beberapa kunci ini adalah
sistem administratif, pola manajemen,
dan tingkat pengukuran. Oleh karena itu,
dalam mengelola pemulihan dari
bencana hampir selalu ada hambatan
dalam political will, pembuatan
kebijakan dan kapasitas. Dalam situasi ini
pemerintah memiliki
komitmen untuk melindungi para korban
dan meningkatkan respons efektif dalam
menangani bencana (Horekens, 2007).

harusnya

Komitmen ini sesuai dengan
kerangka Goodwin-Gills {1989) tentang
pentingnya bahasa perlindungan. Bahasa
ini harus berada dalam kerangka
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tanggungjawab yang

menajamkan kerangka hukum dalam

mampu

program pemulihan., Konsekuensinya,
perlindungan adalah suatu kewajiban di
semua tingkat, Goodwin-Gill menyatakan
bahwa ‘tujuan perlindungan melibas
semua kompetensi hak asasi yang ada’
dan ‘melibatkan hukum untuk
mengamankan hak-hak asasi, keamanan
dan kesejahteraan [orang yang
membutuhkan]’ (hal. 15). Barber (2008)
menambahkan bahwa perlindungan hak
atas perumahan misalnya, adalah
kewajiban pemerintah sebagaimana
yang distandarkan oleh konvensi
internasional.

Namun perlindungan tidak
sesederhana pernyataan-pernyataan itu.
Hal ini melibatkan pelitical will dan
kapasitas untuk membuktikan semua
kebutuhan, termasuk keuangan,
ketrampilan personel dan struktur
administratif. Kebutuhan-kebutuhan ini
yang kemudian disimplifikasi di berbagai
area bencana, di mana para pengungsi
seringkali diabaikan oleh pemerintah
dan para pendonor. Misalnya seperti
yang terjadi di Aceh (Kenny, 2005),
Proyek Koniambo (Horowitz, 2004; Ali
dan Grewal, 2006), kasus Freeport
{Leith, 2002; Banks, 2002; Timmer,
2004, 2005), kasus Ok Tedi (Hyndman,
2001; Banks, 2002; Filer dan Maclntyre,
2006), beberapa kasus pertambangan di
Ok Tedi, Misima, Porgera, dan Lihir (Filer
dan Maclatyre, 2006), serta angin puyuh

Katrina (Kweit dan Kweit, 2006; Maestas,
et al., 2008; Birkland dan Waterman,
2008; Forgette, et al., 2008; Malhotra,
2008; Gomez dan Wilson, 2008).

Dalam beberapa kasus tersebut di
atas, kelalaian adalah hasil dari banyak
organisasi dana bantuan dan pemerintah
di semua tingkat, karena kurangnya:
kapasitas, koordinasi dan kontrol (Kweit
dan Kweit, 2006). Otoritas seharusnya
membangun suatu jaringan kerja yang
saling bisa percaya dan dipercayai untuk
merespon terhadap suatu dampak
bencana, dalam ‘shared
intergovernmental way’ (Birkland dan
Waterman, 2008). Hal ini juga sebaiknya
melibatkan

suatu

sikap penghormatan
terhadap nilai-nilai lokal. Tanggapan
antara Satuan Kerja Pemerintahan
Daerah seharusnya dalam formasi kerja
kolaboratif (Kweit dan Kweit, 2006).
Artinya, perlu ada opini yang lebih
responsif terhadap pendekatan
kebijakan manajemen tanggap darurat
daripada pendekatan politik (Forgette,
et al., 2008). Tanggapan yang sangat
lambat terhadap kebutuhan para
survivor lumpur patut didugakan karena
hadirnya banyak aparat pemerintah dari
berbagai kedinasan yang menyebabkan
penumpukan otoritas (Malhotra, 2008:
651, 660).

Hasilnya, hal ini mungkin membawa
ketidakenakan dalam menikmati hak
asasi. Dalam situasi ini, perspektif hak
asasi harus dijalankan secara kritis
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dalam sistem fungsional untuk
membantu pemenuhan kebutuhan
manusia, sebaik penghormatan atas
nilai-nilai lokal dan hak asasi orang lain.
Political will juga sangat vital dalam
manajemen  bencana, terutama
pentingnya memasukkan hak asasi.
Otoritas perlu mengenali berbagai

 kebutuhan kelompok, misalnya

perempuan, laki-laki, anak-anak, orang
tua, dan yang berkebutuhan khusus.
Political will pemerintah ini juga krusial
dalam konteks perlindungan hak asasi.
Hal ini, pada gilirannya, menuntun pada
implementasi tanggungjawab sosial
korporasi sebagai salah satu tolok ukur
kesejahteraan ekonomi dan sosial dalam
program pembangunan.
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